GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM

£

bahwa setiap orang b%g% k at
dihadapan hukum, peng

Menimbang: a.

atuhan hukum, maka perlu
<um khususnya bagi masyarakat

asarkan  pertimbangan  sebagaimana
ada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Daerah tentang Bantuan Hukum;

sal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4288);




Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-ur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 16 Ta
Bantuan Hukum (Lembaran Negar
Tahun 2011 Nomor 104, Tam
Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomog »23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ’H(Lmem aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 I\f@mor , Tambahan Lembaran
Negara Republik,
telah diubah be
undang Nomo.r 9

lomor 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
)ah% 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

1 emerlntah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
i Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH BANTUAN HUKUM.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintah Daerah Pemerintan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disin
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepul

5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelomg
memiliki identitas kependudukan yang sah di Pro

6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan;atau ek§mpok orang

yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan m|s yang dibuktikan
dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterar

atau Kepala Desa.

orangan atau sekelompok
kum dan keterbatasan

orang yang sedang menghada
secara ekonomi dan sosial tidg‘
beracara.
8. Pemberi bantuan hukun

organisasi kemasyarakatan:yang memberi layanan bantuan hukum
entt?aﬁn peraturan perundang-undangan.

ah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses
n, penuntutan, dan/atau persidangan.

penyidika
Jlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses
peradilan.

13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh
Pemerintah Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat (APBD).

14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi
profesi advokat yang berlaku bagi advokat.



BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
keadilan;

persamaan kedudukan di dalam hukum;
kemanfaatan;

keterbukaan;

efisiensi;

efektifitas; dan

akuntabilitas.

@-eoooT

Pasal 3

Penyelenggraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. mewujudkan hak konstitusional segala warga
prinsip persamaan kedudukan di dalam huk
b. menjamin perlindungan terhadap hak asa man
c. menjamin dan memenuhi hak bagi peneri
mendapatkan akses keadilan; dan §§ .

masyarakat.

(2) Bantuan hukum aga ana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah
et idana dan tata usaha negara baik litigasi maupun

kuf% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dan, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela,
akukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum
antuan hukum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian
permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.

(2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum
diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan.



Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Gubernur menjalin kerjasama
dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang
terakreditasi.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling
lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

(3) Tatacara dan syarat-syarat teknis kerjasama diatur dalam Peraturan
Gubernur.

Pasal 7

Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyara
yang bersifat non litigasi, Pemerintah Daerah dapat ]
dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian
Kemasyarakatan yang berorientasi kepada penegaka

BAB V
STANDAR BANTUAN,

andar Bantuan Hukum.

(1) Pemberian Bantuan Hukum har 'N@u
_“dimaksud pada ayat (1)

(2) standar Bantuan Hukum se agaiman

Standar Bantuan
perkara: \ N
a. pidana;

b. perdat

antuan Hukum Dalam penanganan perkara pidana
Pasal 10

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada
Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

a. tersangka;

b. terdakwa; atau

c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum
luar biasa.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari
tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau
menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat



dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya
hukum luar biasa.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum
melakukan:

a.
b.
C.

(1) Bantuan Hukum secara litig
dimaksud dalam pasal 9 huru
Penerima Bantuan Hukum yan
a.
b.

(2) Dalam memberikan
Pemberi Bantuan H

oo o

. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjau

. tindakan hukum lain yang sesuai dengan

pembuatan surat kuasa;

gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang
berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di persidangan,;

pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di persidangan,;

. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan. Penerima

Bantuan Hukum;
penghadiran saksi dan/atau ahli;

dengan permintaan Penerima Bantuan hukum;

undangan.

Standar Bantuan Hukum Dalam Pena@gana
Pasal 14~

penggugat/pemohon; atau
tergugat/termohon.

pembuatan
pemeriksaan elengkapan dokumen yang berkenaan dengan

proses peﬁ@eriké aan di persidangan;

gam dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat

| gan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat
merlksaan di persidangan;

| an dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
pgmbuatan surat replik dan kesimpulan;

penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
dan/atau

tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon,
Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

a.
b.
C.

pembuatan surat kuasa;

melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan
proses pemeriksaan di persidangan;



(1)

d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat

mediasi;

e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;

pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat
pemeriksaan di persidangan,;

g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;

dan/atau
tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan
Perkara Tata Usaha Negara
Pasal 12

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganam p ata usaha
negara sebagaimana dimaksud dalam pasal “¢ iberikan
Penerima Bantuan Hukum yang merupakan '
a. penggugat; atau

b. penggugat intervensi. )
Dalam memberikan Bantuan Hukum )
melakukan:
pembuatan surat kuasa;

Bantuan Hukum

oooo

a0}

usaha negara;
. pendamping

Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi
Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh
advokat, paralegal, dosen, Organisasi Kemasyarakatan dan mahasiswa
fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah
diakreditasi.

Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan
oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

penyuluhan hukum;

konsultasi hukum;

investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
penelitian hukum;

mediasi;

PaooTp



negosiasi;
pemberdayaan masyarakat ;

. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
drafting dokumen hukum.

ToQe

Pasal 14

Tatacara pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Penerima bantuan hukum berhak;

a. mendapatkan bantuan hukum hingga masal selesai

dengan

publik.

Penerima bantuan hukum
a. mengajukan permoho

mendapatkan bantdan'
b. menyampaikan

ormasi dan/atau keterangan perkara secara
uan hukum; dan

A\ N Pasal 17

hukum berhak:
bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya

b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampalkan
pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada
penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan
peraturan perundang-undangan;

c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik
dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan
dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan
hukum; dan

d. mendapatkan perlindungan terhadap:

1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen
yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya
memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;



2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum;

3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan
tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan
hukum.

Pasal 18

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun
pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada
penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah
melanggar kode etik yang harus ditaatinya dan/atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum wajib;
a. merahasiakan segala informasi, keterangan

perundang-undangan;

b. melayani penerima bantuan hukum§ Se
pelayanan publik; dan

c. pemberi bantuan hukum wajib
penerima bantuan hukum hingg
ada putusan yang berkekuatan:

annya selesai atau telah
terhadap perkaranya

>

SYARAT, TATACARAR AJ(jAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA
agian Pertama
mohonan Bantuan Hukum

Pasal 20

jukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau
pemberi bantuan hukum.

a. fo\fpcopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah
dilegalisir;

b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau
Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili; dan

c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah
hukum yang sedang dihadapi.



Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 21

(1) permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan
hukum.

(2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon
penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.

(3) permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara
bersama-sama.

(4) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun
lisan.

(5) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dit
bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi
untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon. 5

Pasal 22

(1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pe
untuk melengkapi persyaratan permoheﬂan: a,
dinilai belum lengkap.

(2) Pemberi bantuan hukum dalam
bantuan hukum dapat atau tida

nilaian bahwa penerima
n bantuan hukum, wajib

(3) Dalam Jangka waktu paling lama 5. “‘ma) hari kerja, pemberi bantuan
c ban kepada pemohon, apakah
permohonannya diteri
(4) Bilamana dalam jangka waktt
pemohon bantuan’ huk tldak dapat melengkapi, maka permohonan
tersebut dinya
(5) Dalam hal 'k

k értentu, pemberi bantuan hukum wajib
memberlkan b

n hukum kepada pemohon tanpa harus menunggu
nannya lengkap.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 23

(1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada
Gubernur.

(2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah perkara yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum
telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 24

Tatacara pemberian bantuan hukum di Provinsi Kepulauan Riau diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 25

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta sua
kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang |
perkara yang sedang diwakilinya/dikuasakannya.

BAB VIlII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

ntuk penyelenggaraan
endapatan dan Belanja

bantuan hukum dibebankan kepa
Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan:

BAB IX
SANKSI
Pasal 28

(1) ApaE)'iIa pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta
sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja
sama kepada pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.

(2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala
bantuan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan perkara
tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi dan kerugian
yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi
bantuan hukum.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah ini
sudah harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di u
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Kepulauan Riau.

» Tanjungpinang
6 Juli 2017
R KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN
Diundangkan di

pada tanggal 6 Ju

RIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (3/99/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM

UMUM

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum®.
negara mengakui dan melindungi hak asasi man
termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelemg
Bantuan Hukum kepada warga negara m
memenuhi dan sekaligus sebagai mple@enta gl
mengakui dan melindungi serta menjamin ‘hak asasi warga negara akan
kebutuhan akses terhadap keadilan gan ess _:ustlce) dan kesamaan di
hadapan hukum (equality before" hd Jaminan atas hak
konstitusional tersebut belum m

|__dasar bagi Pemerinath Daerah
khususnya bagi orang atau

kepada Masyarakat Miskin |n|
untuk menjamin warga
kelompok orang miski :
kesamaan di hadap kum% Oleh karena itu, tanggung jawab Negara/

au kelompok orang miskin, sehingga mereka
keadilan karena terhambat oleh

pemberian Bantuan Hukum dalam
aerah ini  merupakan jaminan terhadap hak-hak
ftusional orang atau kelompok orang miskin di Provinsi Kepulauan

Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan daerah yang menjamin hak
penduduk Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan akses kepada
keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (legal
aid) bagi penduduk yang tidak mampu. Bahwasanya bantuan hukum
merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan
hukum (equality befor the law) dan pemberian jasa hukum dan
pembelaan (access to legal counsel) bagi semua orang dalam kerangka
keadilan untuk semua orang (justice for all).



Beberapa pokok materi yang diatur dalam PeraturanDaerah ini antara
lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum,
Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan
Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan,
larangan, dan sanksi.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah me
dan kewajiban setiap orang secara proporsional :
dan tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas persa
hukum" adalah bahwa setiap orang me
yang sama di depan hukum sert

,\\k\‘%an perlakuan
enjunjung tinggi

hukum.

Huruf c
Yang dimaksud kemanfaatan" adalah
memaksimalkan kegunaan an bantuan hukum ini

sehingga penerima bantu.
Huruf d _
Yang dimaksud der
akses kepada mé yaraka ntuk memperoleh informasi secara
lengkap, ben 'ur ‘dan tidak memihak dalam mendapatkan
jaminan kead
Huruf e

"asas efektivitas" adalah menentukan

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap
@Bgiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan
Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar persidangan.



Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Yang dima

n “identitas" antara lain nama lengkap,
an tanggal lahir, alamat lengkap, dan

u
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29



Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
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